
BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGCARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa untuk melaksanal{an ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2015 tentang
Angga-ran Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabarar
Angga-ran Pendapatan dan Bela4ja Daerah t(abupaten Luwu
Timur Tahun Angga-ran 2016;

]. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentuka! Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembarar Negara Indonesia 4270);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan {l,emba,ran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tanbahan Lembaran Negara Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Taiun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi darl
Bangunan (kmbarart Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Nega,ra Republik lndonesia Nomor
3s69);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 20o3
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Nega-ra (t€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan t,emba.ran
Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (l,embara,n Nega-ra Republik lhdonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor++00); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintal Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Nega.ra Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan t,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOq tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba-ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan kmbararr
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L€mba-ran
Negara Republik Indonesia Tahun 20l1 Nomor 82,
Tambahal Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor
s23a)i

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambalan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali ters-khir dengan Undang Undang
Nomor I Tahun 2015 tentang Perubaian Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerai (Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 201 Nomor 58, Tambahan l,€mba.ran
Negara Republik lndonesia nomor 5679)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentaig
Kedudukan Protokoler dan Keuaigan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralq,at Daerah (I€mba.ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintal
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keualgan Pimpinan dar Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaar Keuangan Badan Layanan Umum (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambaian Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturar Pemerintai Nomor 23 Taiun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Irmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
53a0);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 457 5)i Cl
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MEMUTUSKAN:

MenetapKal: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

+t

13. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaraa Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telai diubah dengan peraturan pemerintai
Nomor 65 Talun 2010 tentang Perubahar Atas peratuaran
Pemerintah Nomor 56 Taiun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 11O, Tambahan I€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51551;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nega,ra Tahun
2OO5 Nomor 140, Tambahan Lemba.ran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pelaporall
Keuangan dan Kinerja Instarsi Pemerintah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahar l,embarar Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
tentarg Starda-r Akuntansi Pemerintahair (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123,
Ta,rnbalan kmbarart Negara Republik Indonesia Nomor
s165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (kmbaran Nega-ra Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahar kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeral
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Talun
2011 Nomor 310);

19, Peraturan Daera! Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur (IrmbaJan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaima-na
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 20i4 Nomor 12, Tamba,han Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

ANGGARAN
ANGGARAN

J

2016



Pasal I

Inggaran Pendapatan dan Belanja Daerai Tahun Anggaran 2016 sebagai
berikut:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 166.867.312.006,00
b. Dana Perimbangan Rp804.913.799.692,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rr,364.29 3.9i4.200.00

Jumlah Pendapatan Rp 1.336.075.025.898,0O

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

I) Belanja Pegawai

2) Belanja Hibah

3) Belanja Bantuan Sosial

4) Belanja Bagi Hasil

5) B€lanja Bantuan Keuangan

6) Belanja Tidat Terduga

b, Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Ba,rang dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

c. Pembiayaan

1) Penerimaan

2) Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

SiLPA Tahun berkenaan

Rp435.943.038.446,00

Rp 1.740.O00.000,0O

Rpg.710.O0O.OO0,0O

Rp8.33s.952.896,O0

Rp147.441.106.381,00

Rp 1.5O0.O0O.000,0O

Rp6.676. 188.600,OO

Rp365.281.971.645,O0

Rp580.264.819.2 t4 ,00

Ep-1-556,893i77-l82,OO
(Rp220.8 18.05 1.284,O0)

Rp224.818.051.284,0O

Rpa.000.000.000.00

RD220.818.051.284,00

Rp0,O0

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam lampiran sebagai bagiar yang tidak terpisahkan dad Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabarar Angga,ran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. j/



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Janua,ri 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan pcraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. vl..rir\rpEL paRAF xooRDtNAst
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Ditetapkan di Malili

tanggal 2B Desember 2ot5
Pj LUWU TIMUR,

I YASIN LIMPO,TASuBAG I KASI

Diundangkan di Malili
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH XABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR

rELAH OTPERIKSA

i€KOA
TiSISTEN
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